
 
 
 
 

BUPATI BANGKA 
 

P E N G U M U M A N 
NOMOR :   800.1.2.2/ 01 /CPNS/BKPSDMD/2024                                 

T E N T A N G 
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 
Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Instansi 
Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah  Kabupaten Bangka 
melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Tahun Anggaran 2024 dengan rincian alokasi formasi , kualifikasi  
pendidikan  serta unit penempatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I pengumuman ini. 
 
I. JUMLAH FORMASI.  

a. Jumlah Formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Tahun 2024 berjumlah : 150 (seratus lima puluh) dengan 
perincian sebagai berikut: 

1) KEBUTUHAN UMUM CPNS 

a) Tenaga Kesehatan yaitu Dokter Spesialis sebanyak 4 (empat) 
Formasi Jabatan dan Dokter Subspesialis sebanyak 2 (dua) 
Formasi Jabatan. 

b) Tenaga Teknis yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan 
Pelaksana sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) formasi Jabatan 

2) KEBUTUHAN KHUSUS CPNS yaitu  Pelamar Disabilitas 
dengan Jumlah 3 (tiga) Formasi Jabatan. 

b. Uraian Tugas Jabatan dan Rentang penghasilan Formasi Calon Pegawai 
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada 
https://sscasn.bkn.go.id 

 
II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAMAR  

a. KEBUTUHAN UMUM 
Seluruh Warga Negara Indonesia yang merupakan lulusan 
Perguruan Tinggi dan SLTA/SMA sederajat yang memenuhi 

kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagai berikut : 
1) Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dari perguruan tinggi 

dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau 
Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan dibuktikan 
dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah; 

2) SLTA/SMA sederajat yang berasal dari Sekolah Dalam Negeri 
yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan/atau terdaftar di Kementerian Agama; 

 
b. KEBUTUHAN KHUSUS 

1) KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS 
Pelamar yang menyandang disabilitas/kebutuhan khusus dengan kriteria 
mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan 
buah pikiran dan berdiskusi. 
 

https://sscasn.bkn.go.id/


III. PERSYARATAN WAJIB 
a. Pelamar Umum dan Khusus  

1) Warga Negara Indonesia (WNI). 
2) Persyaratan usia: 

a) Serendah-rendahnya 18 (delapan belas) Tahun dan 
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) Tahun pada saat 
melamar melalui https://sscasn.bkn.go.id 

b) Khusus untuk kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan 
Sub Spesialis usia pelamar setinggi-tingginya 40 (empat 
puluh) Tahun pada saat  melamar; 

3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak 
pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai 

CPNS/PNS, CPPPK/PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

5) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat 
politik praktis; 

7) Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan 
Jabatan yang dilamar; 

8) Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Bangka sekurang- 
kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; 

9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

10) Memiliki kualifikasi pendidikan/berijazah sesuai dengan 
persyaratan formasi jabatan sebagaimana disebutkan pada 
lampiran pengumuman ini; dan  

11) tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang 
dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; 

b. Syarat Untuk PPPK yang melamar CPNS 
Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud hutuf a, PPPK 
dimaksud sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 Poin (d) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 
2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “ 
Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang 
bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) Tahun 
dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb” ,dimana persetujuan 
dari PPK atau Pyb dilakukan melalui SIASN sesuai dengan Prosedur yang 
ditetapkan. 

c. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) 
jenis jabatan serta 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) dalam 1 
(satu) periode Tahun Anggaran. 

 
IV. PERSYARATAN KHUSUS 

a. Memiliki lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Magister (S2),  
Dokter Spesialis, Sarjana (S1), Diploma IV (DIV), dan Diploma III 
(DIII) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4; 

b. Untuk Pelamar lulusan SLTA/SMA Sederajat, nilai rata-rata 
tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7,0 (skala penilaian 10) / 
70,00 (skala penilaian 10-100) dan nilai tersebut bukan hasil 
pembulatan); 

 
 
 
 
 

https://sscasn.bkn.go.id/


c. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari 
perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang 
terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga 
Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat 
kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis 
pada ijazah; 

d. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang 
telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi; 

e. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA/SMA Sederajat, 
harus memiliki ijazah SLTA/SMA Sederajat yang terdaftar di 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 

bidang Agama; 

f. Untuk pelamar jabatan Polisi Pamong Praja pada seluruh jenjang jabatan 
fungsional, wajib menyertakan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan 
oleh Dokter Rumah Sakit Kesehatan Pemerintah yang menerangkan hal  
sebagai berikut : 
1) Sehat jasmani dan rohani; 
2) Tinggi badan Pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155; dan  
3) Tidak Buta Warna. 

g. Untuk Pelamar jabatan Polisi Pamong Praja yang dinyatakan lulus pada 
pengumuman hasil akhir, akan dilaksanakan verifikasi fisik pengukuran 
tinggi dan berat badan. Apabila berdasarkan verifikasi fisik diketahui 
pelamar tidak memenuhi syarat tinggi badan minimal, peserta dapat 
digugurkan/dibatalkan kelulusannya; 
 

V. KETENTUAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS 
a. Penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau 

kebutuhan khusus selain kebutuhan Khusus disabilitas. 
b. Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud huruf a, wajib menyatakan 

bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang 
dibuktikan dengan 
1) dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Dokter Rumah Sakit 

Pemerintah yang menyatakan jenis dan tingkat/derajat 
kedisabilitasannya. 

2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam 
menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. 

c. Penyandang disabilitas yang melamar selain pada Kebutuhan Khusus 
Disabilitas, diberikan fasilitas, tata cara, waktu dan Nilai Ambang Batas 
sebagaimana diatur dalam Kepmen PAN & RB Nomor 321 Tahun 2024 
tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 

d. Bagi penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada Kebutuhan 
khusus disabilitas, Panitia penyelenggara dan/atau BKN menyediakan 
petugas/pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar dan 
mengatur waktu pelaksanaan SKD selama 130 menit dan SKB selama120 
menit; 

e. Bagi Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada 
Kebutuhan Umum atau kebutuhan khusus lain selain formasi khusus 
disabilitas, waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 
menit dan berlaku nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang 
dilamar; 

f. Penyandang disabilitas wajib hadir saat diundang Panitia Seleksi untuk 
verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat/derajat 
kedisabilitasannya sebelum pengumuman kelulusan seleksi administrasi 
dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut; 
 



g. Pelamar disabilitas yang melamar pada Kebutuhan Umum dan Kebutuhan 
Khusus selain Khusus Disabilitas, namun tidak melampirkan 
dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat 
kedisabilitasannya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar 
tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia dapat 
menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan. 

 
VI. TATA CARA PENDAFTARAN 

a. Pengumuman lowongan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 dapat 
dilihat pada http://bkd.bangka.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id; 

b. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu 
membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang 
dipersyaratkan secara elektronik. 

c. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan 
cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap 
keterangan/instruksi/pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-
halaman pendaftaran online tersebut. 

d. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online 
melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan 
Nomor Kartu Keluarga (KK); 

e. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor  Kartu 
Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar; 

f. Dokumen persyaratan diunggah melalui website https://sscasn.bkn.go.id/ 
dengan format dan ukuran/ size sesuai dengan ketentuan yang terdapat 
pada aplikasi pendaftaran terdiri dari: 
1) Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang 

warna merah; 
2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah 

melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku. 

3) Scan Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik 
menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Bangka di 
Sungailiat yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai dan harus 
sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman 
ini dan dapat diunduh pada http://bkd.bangka.go.id; 

4) Scan Ijazah asli dengan ketentuan: 
a) Scan Ijazah asli Diploma/Sarjana bagi lulusan Perguruan Tinggi 

Dalam Negeri. 
Bagi Pelamar formasi Jabatan Dokter Ahli Muda dan Dokter Ahli 
Pertama wajib :  
- mengupload scan Ijazah asli S-1 dilampirkan dalam 1 (satu) file 

dengan ijazah Profesi, Spesialis, Sub Spesialis; dan  

- scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku; 
 
Bagi Pelamar formasi Jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama wajib : 
- mengupload scan Ijazah asli S-1 dilampirkan dalam 1 (satu) file 

dengan ijazah Profesi. 
b) Scan Ijazah asli Diploma/Sarjana yang telah memperoleh surat 

keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bagi 
lulusan perguruan tinggi luar negeri; 

c) Scan ijazah asli bagi SMA/sederajat yang telah terdaftar di 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan di bidang Agama. 

 
 
 

http://bkd.bangka.go.id/


5) Scan Transkrip nilai asli dengan ketentuan : 
a) Scan Transkrip nilai asli bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam 

Negeri. 
Bagi Pelamar formasi Jabatan Dokter Ahli Muda dan Dokter Ahli 
Pertama wajib :  
- mengupload scan Transkrip nilai asli S-1 dilampirkan dalam 1 
(satu) file dengan Transkrip nilai Profesi, Spesialis, Sub Spesialis; 
 
Bagi Pelamar formasi Jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama wajib : 
-  mengupload scan Transkrip nilai asli S-1 dilampirkan dalam 1 

(satu) file dengan Transkrip nilai Profesi. 
b) Scan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi 
lulusan perguruan tinggi luar negeri dan apabila terjadi perubahan 
nomenklatur program studi, diwajibkan melampirkan surat 
keterangan dari Universitas/Perguruan Tinggi; 

c) Scan Transkrip Nilai/Daftar Nilai asli SLTA/SMA Sederajat. 
6) Bagi Pelamar untuk Kebutuhan Umum dan khusus disabilitas 

mengupload Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program 
Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga 
Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat berupa Sertifikat 
atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari 
Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat 
kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang 
tertulis pada ijazah; 

7) Scan Surat Pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengundurkan 
diri serta Scan Surat Pernyataan  dalam 1 (satu) file pdf dokumen yang  
telah ditandatangani pelamar dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- 
dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III 
Pengumuman ini. 

8) Bagi penyandang disabilitas agar mencantumkan tautan link (google 
drive/media sosial lain yang dapat diakses) yang berisi Video singkat 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan 
aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar serta Scan Surat 
Keterangan Disabilitas asli; 

9) Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli, memiliki Tinggi 
yang dipersyaratkan dan tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh 
Dokter dari  rumah sakit Pemerintah untuk formasi jabatan Polisi 
Pamong Praja. 

10) Keseluruhan dokumen yang diunggah wajib terlihat jelas dan dapat 
dibaca. 

 
VII. JADWAL SELEKSI  

 

Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2024 
 

No Kegiatan Jadwal 

1 Pengumuman Seleksi 19 Agustus s.d 2 September 2024 

2 Pendaftaran Seleksi 20 Agustus s.d. 6 September 2024 

3 Seleksi Administrasi 
20 Agustus s.d. 13 September 
2024 

4 Pengumuman Hasil Seleksi 
Administrasi 

14 s.d. 17 September 2024 

5 

Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 
Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta 
Seleksi 

18 s.d 28 September 2024 



No Kegiatan Jadwal 

6 Masa Sanggah 18 s.d. 20 September 2024 

7 Jawab Sanggah 18 s.d. 22 September 2024 

8 Pengumuman Pasca Masa Sanggah 21 s.d. 27 September 2024 

9 Penarikan data final SKD CPNS 29 September s.d. 1 Oktober 2024 

10 Penjadwalan SKD CPNS 2 s.d. 8 Oktober 2024 

11 Pengumuman Daftar Peserta, 
Waktu, dan Tempat SKD CPNS 

9 s.d. 15 Oktober 2024 

12 Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober s.d. 14 November 2024 

13 Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober s.d. 16 November 2024 

14 Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 s.d. 19 November 2024 

15 Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 
20 November s.d 17 Desember 

2024 

16 
Pemetaan Titik Lokasi Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 
dengan CAT 

20 s.d. 22 November 2024 

17 Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS 
dengan CAT oleh Peserta Seleksi 

23 s.d. 25 November 2024 

18 Penarikan data final SKB CPNS 26 s.d. 28 November 2024 

19 Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 
29 November s.d. 3 Desember 
2024 

20 
Pengumuman Daftar Peserta, 
Waktu, dan Tempat SKB CPNS 
dengan CAT 

4 s.d. 8 Desember 2024 

21 Pelaksanaan SKB CPNS 9 s.d. 20 Desember 2024 

22 Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS 
17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 
2025 

23 Pengumuman Hasil CPNS 5 s.d 12 Januari 2025 

24 Masa Sanggah 13 s.d. 15 Januari 2025 

25 Jawab Sanggah 13 s.d. 19 Januari 2025 

26 Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah 15 s.d. 20 Januari 2025 

27 Pengumuman Pasca Sanggah 16 s.d. 22 Januari 2025 

28 Pengisian DRH NIP CPNS 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 

29 Usul Penetapan NIP CPNS 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 

 
VIII. TAHAPAN SELEKSI 

Seleksi untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu: 

a. Seleksi Administrasi; 
1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan 

administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran dan diumumkan 
secara terbuka oleh Panitia Seleksi. Dalam hal dokumen tidak memenuhi 
persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi 
administrasi. 

2) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, mengikuti 
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)  untuk pengadaan PNS. 

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui CAT BKN.  
Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang 
dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS dan 
hasilnya  diumumkan secara terbuka oleh Panitia Seleksi paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan 
peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas 



(Passing Grade) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi 
Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. 
Pelamar-Pelamar yang telah dinyatakan Lulus SKD mengikuti 
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).  

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui CAT BKN dilakukan 
untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki 
oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan 
kebutuhan Jabatan.  

 
IX. MATERI UJIAN DAN NILAI SKD PESERTA SELEKSI 

a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)  
Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
1)  Tes Karakteristik Pribadi (TKP),  
2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dan  

3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 
Yang dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit dan 

130 (seratus tiga puluh) menit bagi pelamar penyandang disabilitas 
sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang 
Disabilitas. 

b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 
1) Materi SKB, untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF 

dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN. 
2) Materi SKB untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan 

Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu 
rumpun dengan JF terkait. 

3) Selain Materi SKB dengan CAT BKN, materi SKB dapat berupa: 
a) psikotes; 
b) tes potensi akademik; 
c) tes kemampuan bahasa asing; 
d) tes kesehatan jiwa; 
e) tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan; 
f) tes praktek kerja; 
g) uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi; 
h) wawancara; dan/atau 
i) tes lain sesuai persyaratan Jabatan. 

c. Nilai SKD yang diperoleh Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil 1(satu) periode berikutnya. 

d. Dalam hal peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengikuti seleksi 
pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya 
sebagaimana dimaksud huruf c dinyatakan tidak berlaku. 

 
X. PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN UJIAN 

a. Pengumuman Seleksi Administrasi, jadwal dan tempat 
pelaksanaan ujian dapat dilihat pada website BKPSDMD 
Kabupaten Bangka  

b. Nama-nama pelamar yang lulus Administrasi/memenuhi syarat 
(MS) atau ditolak/tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilihat 
melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan website Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Bangka https://bkd.bangka.go.id. 

c. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi 
administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca 
pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pemerintah 
Kabupaten Bangka diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk 
memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang 
diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah; 

d. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan melalui SSCASN; 
e. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan apabila 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://bkd.bangka.go.id/


kesalahan bukan berasal dari pelamar; 
f. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi 

mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah; 

g. Pelamar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi administrasi 
dapat mencetak KARTU TANDA PESERTA UJIAN CPNS TAHUN 2024 melalui 
Aplikasi Pendaftaran Online https://sscasn.bkn.go.id. 

h. Pelaksanaan ujian dengan Computer Assisted Test (CAT) – BKN akan 
diinformasikan kemudian setelah mendapatkan ketetapan tempat dan 
tanggal pelaksanaan ujian dari Badan Kepegawaian Negara. 

 
XI. PENGOLAHAN HASIL NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN 

SANGGAH PENGUMUMAN HASIL SELEKSI 
a. Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrasi nilai 

SKD dan SKB.  
b. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi 

nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada: 
1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi; 
2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sama, penentuan 

kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes 
karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan 
kebangsaan yang tertinggi; 

3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan 
kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang 
tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan 
SLTA/SMA Sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang 
tertulis di ijazah; dan 

4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan 
kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. 

c. Pengumuman hasil seleksi pengadaan CPNS dilakukan oleh PPK secara 
terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir. 

d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat 
mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir 
seleksi diumumkan. 

e. Sanggahan diajukan melalui SSCASN. 
f. Panitia seleksi instansi pengadaan CPNS dapat menerima atau menolak 

alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar. 
 

XII. PEMBATALAN KELULUSAN DAN PENGUNDURAN DIRI PESERTA 
a. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah 

dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar: 
1) mengundurkan diri; 
2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan 

dokumen dalam batas waktu yang ditentukan; 
3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh Menteri; 
4) tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau 
5) meninggal dunia. 

b. Dalam hal terdapat peserta yang dibatalkan kelulusannya, Panitia 
dapat mengusulkan peserta pengganti kepada Ketua Panselnas 
untuk mendapatkan pengganti dari peserta yang memiliki 
peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil pengolahan nilai 
dari Panselnas; 

c. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir 
seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS 
kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai 
sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) 
Tahun Anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya. 

d. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian (PPK), kemudian terbukti kualifikasi 
pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak 

https://sscasn.bkn.go.id/


memenuhi persyaratan, PPK berhak membatalkan kelulusan yang 
bersangkutan. 

e. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu 
mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan 
tempat yang ditetapkan maka yang bersangkutan dinyatakan 
gugur. 

f. Apabila diketahui di kemudian hari bahwa pelamar memberikan 
keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan 
seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Panitia  Seleksi  
berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau 
memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut 
sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib atas tindakan 
memberikan keterangan palsu. 

g. Bagi peserta seleksi yang telah diangkat menjadi PNS kemudian mengajukan 
mutasi/pindah dari Lingkungan Pemerintah Bangka namun belum 
mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Bangka sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) Tahun sejak diangkat menjadi PNS, dan bila tetap mengajukan 
mutasi/pindah keluar dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang 
bersangkutan dianggap mengundurkan diri. 

 
XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN 

a. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya 
apapun. Pelamar tidak dibenarkan mengintimidasi dan/atau 
memberikan segala bentuk gratifikasi kepada Panitia Seleksi. 
Apabila ditemukan pelanggaran, pelamar dapat langsung 
didiskualifikasi oleh Panitia Seleksi. 

b. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh 
kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum 
yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi 
CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka dengan meminta imbalan 
tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak 
bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan pelamar dapat melapor ke 
lapor.kabbangka.go.id. 

c. Pengumuman setiap tahapan seleksi dipublikasikan secara resmi hanya pada 
website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah Kab. Bangka https://bkd.bangka.go.id dan/atau 
https://sscasn.bkn.go.id. 

d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi 
tanggung jawab peserta. 

e. Dengan diselesaikannya proses pendaftaran oleh setiap pelamar, berarti 
pelamar telah menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia 
Seleksi dan bertanggung jawab terhadap Dokumen yang diserahkan. 

f. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan 
seleksi bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. 

g. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Calon PNS 

Pemerintah Kabupaten Bangka dapat melalui WhatsApp 082183508162 
(Senin – Jumat, Pukul 08.30 – 16.00 WIB) 

 
Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. 
 

Sungailiat, 19 Agustus 2024 

Pj BUPATI BANGKA, 
 
 
 
 
M. HARIS



Lampiran I : Pengumuman Bupati Bangka 
 Nomor : 800.1.2.2/01/CPNS/BKPSDMD/2024 

 Tanggal : 19 Agustus 2024 

 
DAFTAR FORMASI JABATAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024 

 

No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

1 DOKTER AHLI MUDA - 
DOKTER SUB SPESIALIS 
JANTUNG DAN 
PEMBULUH DARAH-
KARDIOLOGI 
INTERVENSI 

PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS JANTUNG DAN 
PEMBULUH DARAH-KARDIOLOGI INTERVENSI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | UPTD RSUD 
DEPATI BAHRIN | BIDANG PELAYANAN 
UPTD RSUD DEPATI BAHRIN 

2 DOKTER AHLI MUDA - 
DOKTER SUB SPESIALIS 
PENYAKIT DALAM-
HEMATOLOGI-ONKOLOGI 
MEDIK 

PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT 
DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | UPTD RSUD 
DEPATI BAHRIN | BIDANG PELAYANAN 
UPTD RSUD DEPATI BAHRIN 

3 DOKTER AHLI PERTAMA - 
DOKTER SPESIALIS ANAK 

PROFESI DOKTER ANAK / PROFESI DOKTER 
SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | UPTD RSUD DR. 
EKO MAULANA ALI 

4 DOKTER AHLI PERTAMA - 
DOKTER SPESIALIS 
OBSTETRI DAN 
GINEKOLOGI 

PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN 
GINEKOLOGI / PROFESI DOKTER SPESIALIS 
OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN) 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | UPTD RSUD DR. 
EKO MAULANA ALI 

5 DOKTER AHLI PERTAMA - 
DOKTER SPESIALIS 
PENYAKIT DALAM 

PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | UPTD RSUD DR. 
EKO MAULANA ALI 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

6 DOKTER AHLI PERTAMA - 
DOKTER SPESIALIS 
UROLOGI 

PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | UPTD RSUD 
DEPATI BAHRIN | BIDANG PELAYANAN 
UPTD RSUD DEPATI BAHRIN 

7 ADMINISTRATOR 
DATABASE 
KEPENDUDUKAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV STUDI 
DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL / D-IV 
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU 
KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-
1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN 
TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL | BIDANG 
PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

8 ADMINISTRATOR 
DATABASE 
KEPENDUDUKAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV STUDI 
DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL / D-IV 
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV 
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / S-1 
ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM 
INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL | BIDANG 
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

9 ADYATAMA 
KEPARIWISATAAN DAN 
EKONOMI KREATIF AHLI 
PERTAMA 

D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / D-IV 
PARIWISATA BAHARI / D-IV BISNIS DAN 
MANAJEMEN RITEL / S-1 DESAIN KOMUNIKASI 
VISUAL / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 MANAJEMEN 

 
1 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
| BIDANG EKONOMI KREATIF DAN 
SUMBER DAYA 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

10 ADYATAMA 
KEPARIWISATAAN DAN 
EKONOMI KREATIF AHLI 
PERTAMA 

D-IV BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS 
DAN PROFESIONAL / D-IV BAHASA KOREA UNTUK 
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV 
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA / 

D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / D-IV DESAIN 
MEDIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 DESAIN PRODUK 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
| BIDANG PEMASARAN PARIWISATA 

11 ADYATAMA 
KEPARIWISATAAN DAN 
EKONOMI KREATIF AHLI 
PERTAMA 

D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI 
PARIWISATA / D-IV BAHASA MANDARIN UNTUK 
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV 
BAHASA PERANCIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS 
DAN PROFESIONAL / D-IV MANAJEMEN SUMBER 
DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV 
PARIWISATA BAHARI / D-IV SENI PERTUNJUKAN / 
S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 PARIWISATA / S-1 
SENI PERTUNJUKAN / S-1 SEJARAH / S-1 
PENDIDIKAN EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN 
SEJARAH 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
| BIDANG DESTINASI PARIWISATA 

12 ANALIS KEBAKARAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-
1 GEOGRAFI / S-1 KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 
TEKNIK KIMIA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK 
MESIN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA 
KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 REKAYASA 
KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 REKAYASA 
KESELAMATAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 
BIDANG PEMADAMAN KEBAKARAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

13 ANALIS KEBENCANAAN 
AHLI PERTAMA 

D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 
KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN 
SOSIAL / S-1 TEKNIK GEOLOGI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH | SEKSI PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 

14 ANALIS KEBIJAKAN AHLI 
PERTAMA 

S-1 MATEMATIKA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-
1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN / S-1 BIMBINGAN 
DAN KONSELING / D-IV SAINS DATA TERAPAN / 
D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV LAYANAN PUBLIK 
/ D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA DAERAH | BIDANG SISTEM 
INFORMASI KEPEGAWAIAN 

15 ANALIS KETAHANAN 
PANGAN AHLI PERTAMA 

S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / 
S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI 
PANGAN / S-1 KEAMANAN PANGAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | 
BIDANG KETERSEDIAAN DAN 
DISTRIBUSI PANGAN 

16 ANALIS KEUANGAN 
PUSAT DAN DAERAH 
AHLI PERTAMA 

D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN 
DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI 
PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 
MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 
BIDANG ANGGARAN DAERAH 

17 ANALIS PASAR HASIL 
PERIKANAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV KELAUTAN / D-IV PERIKANAN / S-1 
KELAUTAN / S-1 PERIKANAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERIKANAN | BIDANG 
PERIKANAN BUDIDAYA 

18 ANALIS PEMBIAYAAN 
INFRASTRUKTUR 
PEKERJAAN UMUM DAN 
PERUMAHAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / S-1 
TEKNIK SIPIL / D-IV PERANCANGAN BANGUNAN 
GEDUNG / D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL 
DAN ARSITEKTUR / D-IV ADMINISTRASI BISNIS 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA 
KARYA DAN BINA JASA KONTRUKSI 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

19 ANALIS PRASARANA DAN 
SARANA PERTANIAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV ILMU TANAH / D-IV GEOGRAFI / D-IV 
PERTANIAN / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / 
D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 
AGRONOMI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / 

S-1 TEKNIK PENGAIRAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | 
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN 
PENYULUHAN 

20 ANALIS SUMBER DAYA 
MANUSIA APARATUR 
AHLI PERTAMA 

D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN 
SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV 
ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI 
NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 
INFORMATIKA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT 

21 ARSIPARIS TERAMPIL D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI 
VISUAL / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III 
KEARSIPAN / D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN / D-III 
MULTIMEDIA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN | BIDANG 
PENGELOLAAN ARSIP 

22 ASISTEN PENGELOLA 
PRODUKSI PERIKANAN 
TANGKAP TERAMPIL 

D-III KELAUTAN / D-III PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA PERIKANAN / D-III PERIKANAN / D-III 
TEKNIK PENANGKAPAN IKAN / D-III TEKNOLOGI 
PENANGKAPAN IKAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERIKANAN | BIDANG 
PERIKANAN TANGKAP 

23 AUDITOR AHLI PERTAMA S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 STATISTIKA 
/ D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / 
D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN 

/ S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU PERTANIAN / 
S-1 PERTANIAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-
1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 
ADMINISTRASI PAJAK 

20 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
INSPEKTORAT 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

24 DOKUMENTALIS HUKUM D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III 
ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN 
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

25 JURU OPERASI DAN 
PEMELIHARAAN SUMBER 
DAYA AIR 

D-III TEKNIK SIPIL 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER 
DAYA AIR 

26 MANGGALA 
INFORMATIKA AHLI 
PERTAMA 

D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV 
REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNIK 
INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA 
JARINGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA 
KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 
INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 
DAN STATISTIK | BIDANG PERSANDIAN 

27 MEDIK VETERINER AHLI 
PERTAMA 

PROFESI DOKTER HEWAN 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | 
BIDANG PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN 

28 OPERATOR ALAT BERAT D-III TEKNIK / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK 
MESIN ALAT BERAT / D-III TEKNIK MESIN 
MEKANIK 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG BINA 

MARGA 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

29 OPERATOR SISTEM 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

TERAMPIL 

D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III 
TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL | BIDANG 
PENGELOLAAN INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

30 PAMONG BUDAYA AHLI 
PERTAMA 

S-1 SEJARAH / S-1 ARKEOLOGI / S-1 SASTRA 
INGGRIS / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 
PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN 
YANG MAHA ESA / S-1 MATEMATIKA / S-1 SASTRA 
DAERAH / S-1 SENI MURNI / S-1 SENI MUSIK / S-
1 SENI TARI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN 
KOMUNIKASI VISUAL 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
| BIDANG KEBUDAYAAN 

31 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-
1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / 
S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV LAYANAN 
PUBLIK 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN LUBUK KELIK 

32 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR 
PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU 
KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN SURYA TIMUR 

33 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-
1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
KUTO PANJI 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

34 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 MANAJEMEN 
KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN / 
S-1 EKONOMI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN MATRAS 

35 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-
1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / 
S-1 ILMU PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN KUDAY 

36 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER 
DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 HUKUM / 
S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU 
KOMUNIKASI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
AIR JUKUNG 

37 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-
1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN KENANGA 

38 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-
1 ILMU PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
BUKIT KETOK 

39 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN SINAR BARU 

40 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN PARIT PADANG 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

41 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER 
DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / 
S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI 
PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
BELINYU 

42 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 
SEKTOR PUBLIK / S-1 EKONOMI / D-IV 
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / 
D-IV LAYANAN PUBLIK / S-1 KOMUNIKASI 
PEMBANGUNAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN JELITIK 

43 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER 
DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
AIR ASAM 

44 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER 
DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU 

PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
MANTUNG 

45 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 
/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU 
KOMUNIKASI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN SRIMENANTI 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

46 PAMONG PEMERINTAHAN S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV 
POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV STUDI 
KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUBUNGAN 
MASYARAKAT 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG 

47 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV 
LAYANAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN BELINYU | KELURAHAN 
REMODONG INDAH 

48 PAMONG PEMERINTAHAN S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN BUKIT BETUNG 

49 PAMONG PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN 

 
1 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 

KECAMATAN SUNGAILIAT | 
KELURAHAN SUNGAILIAT 

50 PEKERJA SOSIAL AHLI 
PERTAMA 

D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS SOSIAL | BIDANG 
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

51 PENATA KELOLA 
BANGUNAN GEDUNG 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN 
GEDUNG / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV 
JASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN 
BANGUNAN GEDUNG / D-IV PERENCANAAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / S-1 
ARSITEKTUR LANSKAP / S-1 REKAYASA 
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA 
KARYA DAN BINA JASA KONTRUKSI 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

52 PENATA KELOLA JALAN 
DAN JEMBATAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN 
GEDUNG / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV 
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV 
MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN 

JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK 
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 
ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP / S-1 
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG BINA 
MARGA 

53 PENATA KELOLA 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 
KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI 
/ S-1 PSIKOLOGI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG 
PERLINDUNGAN ANAK 

54 PENATA KELOLA 
PERUMAHAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV MANAJEMEN / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-
IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / D-IV 
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI / D-IV 
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNIK 
INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR / S-1 
EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / 
S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERUMAHAN KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 
BIDANG PERUMAHAN 

55 PENATA KELOLA SISTEM 
DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI 

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 
TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA 

/ S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 REKAYASA 
KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / 
S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / 
D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA DAERAH | BIDANG MUTASI 
KEPEGAWAIAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

56 PENATA 
KEPENDUDUKAN DAN 
KELUARGA BERENCANA 
AHLI PERTAMA 

D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV KEPERAWATAN / S-
1 ILMU KEPERAWATAN / D-IV PSIKOLOGI / S-1 
FARMASI / S-1 ILMU PSIKOLOGI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG 
PENGENDALIAN PENDUDUK 

57 PENATA KEPROTOKOLAN D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KOMUNIKASI 
MASSA / D-V STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 
ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI 
PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 
HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU 
ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / 
S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN 
PROTOKOL | SUB BAGIAN PROTOKOL 

58 PENATA LAKSANA 
BANGUNAN GEDUNG 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN TERAMPIL 

D-III ARSITEKTUR / D-III GAMBAR ARSITEKTUR / 
D-III KONSTRUKSI GEDUNG / D-III KONSTRUKSI 
JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNOLOGI SIPIL / 
D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III PERTAMANAN / D-
III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERUMAHAN KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 
BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

59 PENATA LAKSANA 
BARANG TERAMPIL 

D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III 
MANAJEMEN ASET / D-III ADMINISTRASI BISNIS 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 
BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH 
| SUB BIDANG PERENCANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN ASET 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

60 PENATA LAKSANA JALAN 
DAN JEMBATAN 
TERAMPIL 

D-III ALAT BERAT / D-III ARSITEKTUR / D-III 
GAMBAR ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI JALAN 
DAN JEMBATAN / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III 
TEKNIK ALAT BERAT / D-III TEKNOLOGI SIPIL / D-

III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN 
JEMBATAN 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG BINA 
MARGA 

61 PENATA LAKSANA 
PENYEHATAN 
LINGKUNGAN TERAMPIL 

D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III REKAYASA 
LINGKUNGAN / D-III TEKNIK SIPIL 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA 
KARYA DAN BINA JASA KONTRUKSI 

62 PENATA 
PENANGGULANGAN 
BENCANA AHLI PERTAMA 

S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 KLIMATOLOGI / 
S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / 
S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH | SEKSI PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 

63 PENATA PERIZINAN AHLI 
PERTAMA 

S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 ILMU 
KOMPUTER / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI 
KEWILAYAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 
TEKNOLOGI INFORMASI 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PENANAMAN MODAL, 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU 
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 
MENENGAH | BIDANG PELAYANAN 
PERIZINAN 

64 PENATA RUANG AHLI 
PERTAMA 

D-IV ARSITEKTUR / D-IV GEOGRAFI / D-IV 
GEOGRAFI LINGKUNGAN / D-IV PERENCANAAN 
WILAYAH / D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN 
KOTA / D-IV PLANOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 PENGEMBANGAN 
WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN 
WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG TATA 
RUANG 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

65 PENGAWAS LINGKUNGAN 
HIDUP AHLI PERTAMA 

S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU GEOGRAFI / S-1 
TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 
TEKNIK KIMIA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 
(SDA) DAN LINGKUNGAN 

66 PENGAWAS 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH AHLI PERTAMA 

D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / S-1 HUKUM / S-1 
TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 EKONOMI / S-1 
ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI 
PEMBANGUNAN / S-1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 
TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 
ANTROPOLOGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA 
ELEKTRIKAL MEKANIK 

10 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
INSPEKTORAT 

67 PENGAWAS 
PERDAGANGAN AHLI 
PERTAMA 

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU 
INFORMATIKA / S-1 LOGISTIK / S-1 TEKNIK 
LOGISTIK / S-1 TEKNIK INDUSTRI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS TENAGA KERJA 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 
BIDANG PERDAGANGAN 

68 PENGAWAS 
TRANSPORTASI DARAT 

D-IV TRANSPORTASI DARAT / D-IV TRANSPORTASI 
/ S-1 TRANSPORTASI / S-1 TRANSPORTASI DARAT 
/ S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG TRANSPORTASI / S-1 
TEKNIK MESIN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN | SEKSI LALU 
LINTAS 

69 PENGELOLA 
KEPROTOKOLAN 

D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI 
PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-
III MANAJEMEN / D-III PARIWISATA 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN 

PROTOKOL | SUB BAGIAN PROTOKOL 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

70 PENGELOLA KESEHATAN 
IKAN AHLI PERTAMA 

D-IV AKUAKULTUR / D-IV BIOLOGI / D-IV 
BUDIDAYA PERAIRAN / D-IV BUDIDAYA 
PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / D-IV PERIKANAN 
BUDIDAYA / D-IV SUMBER DAYA PERAIRAN / D-IV 

TEKNOLOGI AKUAKULTUR / D-IV TEKNOLOGI DAN 
MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 
AKUAKULTUR / S-1 BIOLOGI / S-1 BUDIDAYA 
PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA 
PERAIRAN / S-1 PERIKANAN / S-1 SUMBER DAYA 
PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR / S-1 
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN 
BUDIDAYA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERIKANAN | BIDANG 
PENGAWASAN SUMBER DAYA 
PERIKANAN 

71 PENGELOLA 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KEARSIPAN / 
D-III SISTEM INFORMASI / D-III SOSIOLOGI 
PEDESAAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

72 PENGELOLA PENGADAAN 
BARANG/JASA AHLI 
PERTAMA 

S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN 
TEKNOLOGI / S-1 MANAJEMEN 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN 
JASA 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

73 PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP 
AHLI PERTAMA 

D-IV PENYULUH PERIKANAN / D-IV PERIKANAN 
DAN ILMU KELAUTAN / D-IV TEKNIK SISTEM 
PERKAPALAN / D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN 
IKAN / D-IV TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA PERAIRAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU 
PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA 
PERAIRAN / S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERIKANAN | BIDANG 
PERIKANAN TANGKAP 

74 PENGELOLA SUMBER 
DAYA AIR AHLI PERTAMA 

D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV 
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV JASA 
KONSTRUKSI / D-IV KIMIA INDUSTRI / D-IV 
TEKNIK BANGUNAN RAWA / D-IV PENGINDERAAN 
JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV 
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER 
DAYA AIR 

75 PENGEMBANG 
KEWIRAUSAHAAN AHLI 
PERTAMA 

S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN 
/ S-1 STATISTIKA / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / 
D-IV PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI / 
D-IV RELASI INDUSTRI / S-1 DESAIN PRODUK 
INDUSTRI / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI 
PERPAJAKAN / S-1 EKONOMI SYARIAH 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PENANAMAN MODAL, 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU 
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 
MENENGAH | BIDANG KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

76 PENGENDALI DAMPAK 
LINGKUNGAN AHLI 
PERTAMA 

S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 TEKNIK 
PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 
EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 KARTOGRAFI DAN 
PENGINDERAAN JAUH / S-1 MATEMATIKA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG 
PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

77 PENGENDALI DAMPAK 
LINGKUNGAN TERAMPIL 

D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN / D-III 
PEMULIAAN TANAMAN / D-III KESEHATAN 
LINGKUNGAN / D-III TEKNIK PENYEHATAN 
LINGKUNGAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG 
PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP 

78 PENGENDALI 
ORGANISME 
PENGGANGGU 
TUMBUHAN AHLI 
PERTAMA 

S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN 
TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / 
S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT 
PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT 
TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN 
/ S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN / S-1 PROTEKSI 
TANAMAN / S-1 BIOLOGI 

3 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | 
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN 
HORTIKULTURA 

79 PENGGERAK SWADAYA 
MASYARAKAT AHLI 
PERTAMA 

D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV AGRIBISNIS HORTIKULTURA / D-IV AGRIBISNIS 
PANGAN / D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN / D-IV 
BUDIDAYA PERIKANAN TERPADU / D-IV 
DESTINASI PARIWISATA / D-IV PEMBANGUNAN 
EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 EKONOMI SYARIAH 
/ S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 PENDIDIKAN 
SOSIOLOGI / D-IV PENGOLAHAN DAN 
PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN / S-1 BIO 
KEWIRAUSAHAAN / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI 
/ D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN / S-1 ILMU 
PERIKANAN 

3 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN DESA | BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN EKONOMI 

80 PENGUJI KENDARAAN 
BERMOTOR TERAMPIL 

D-II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERHUBUNGAN | UPTD 
PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS 
PERHUBUNGAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

81 PENILAI PEMERINTAH 
AHLI PERTAMA 

D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / D-IV 
MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV 
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI 
PAJAK / S-1 EKONOMI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 
BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH 

| SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN 
DAN PENGAMANAN ASET 

82 PENYULUH HUKUM AHLI 
PERTAMA 

S-1 HUKUM 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT | BAGIAN HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA 

83 PENYULUH LINGKUNGAN 
HIDUP AHLI PERTAMA 

S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 
EKOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG 
PENINGKATAN KAPASITAS 
LINGKUNGAN HIDUP 

84 PENYULUH SOSIAL AHLI 
PERTAMA 

D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV LAYANAN PUBLIK 
/ D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV PERLINDUNGAN 
DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI 
PUBLIK / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 
KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PENDIDIKAN 
NONFORMAL ATAU PENDIDIKAN MASYARAKAT / 
S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN 
KELUARGA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS SOSIAL | BIDANG 
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

85 PENYUSUN MATERI 
HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

S-1 HUKUM 
 

1 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT | BAGIAN HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

86 PENYUSUN MATERI 
HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

S-1 HUKUM 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN 
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

87 PERANCANG PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
AHLI PERTAMA 

S-1 HUKUM 3 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT | BAGIAN HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA 

88 PETUGAS OPERASI DAN 
PEMELIHARAAN 

SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER 
DAYA AIR 

89 PETUGAS TRANSPORTASI 
DARAT 

D-III LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN / D-III 
LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA / D-III 
LALU LINTAS DAN ASDP 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN | SEKSI LALU 
LINTAS 

90 POLISI PAMONG PRAJA 
AHLI PERTAMA 

D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG / D-IV 
KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER / D-IV 
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / 
S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 
KRIMINOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH | SEKSI 
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 

91 POLISI PAMONG PRAJA 
PEMULA 

SLTA/SMA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA 
(PAKET C) / SLTA KEJURUAN / SMK / SMA IPS / 
SMA IPA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH | SEKSI 
PENGAWASAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

92 POLISI PAMONG PRAJA 
TERAMPIL 

D-III MANAJEMEN / D-III PARALEGAL / D-III 
PEMBANGUNAN SOSIAL 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH | SEKSI 

PENGAWASAN 

93 PRANATA HUBUNGAN 
MASYARAKAT AHLI 
PERTAMA 

D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV DESAIN 
MEDIA / D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI / D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV 
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN 
MASYARAKAT / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 
DAN STATISTIK | BIDANG INFORMASI 
KOMUNIKASI PUBLIK 

94 PRANATA HUBUNGAN 
MASYARAKAT TERAMPIL 

D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III HUBUNGAN 
INTERNASIONAL / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT 
/ D-III JURNALISTIK / D-III DESAIN KOMUNIKASI 
VISUAL / D-III FOTOGRAFI / D-III KOMUNIKASI / 
D-III MULTIMEDIA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN 
PROTOKOL 

95 PRANATA KEWILAYAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-
IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 
EKONOMI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT | BAGIAN TATA 
PEMERINTAHAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

96 PRANATA KOMPUTER 
AHLI PERTAMA 

D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV 
KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK / D-IV 
SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS / D-IV SISTEM 
SIBER-FISIK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV 

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / D-IV 
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA / D-IV 
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS / D-
IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / 
S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTASI / 
S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI 
INFORMASI / S-1 SAINS KOMPUTASI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 
DAN STATISTIK | BIDANG E-
GOVERNMENT 

97 PRANATA KOMPUTER 
TERAMPIL 

D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III 
TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
KOMPUTER GRAFIS 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 
DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT DINAS 
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

98 PRANATA PENCARIAN 
DAN PERTOLONGAN 
PEMULA 

PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA/SMA 
SEDERAJAT 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH | SEKSI PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 

99 PRANATA PENCARIAN 
DAN PERTOLONGAN 
TERAMPIL 

D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN / D-III 
KEPELATIHAN OLAHRAGA / D-III SURVEI DAN 
PEMETAAN / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH | SEKSI PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

100 PRANATA SUMBER DAYA 
MANUSIA APARATUR 
TERAMPIL 

D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI 
PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI / D-III 
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III 
TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI 

KOMPUTER 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA DAERAH | BIDANG MUTASI 

KEPEGAWAIAN 

101 PUSTAKAWAN AHLI 
PERTAMA 

D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU 
INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU 
PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN 
INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN 
INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN 
ILMU INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN 
SAINS INFORMASI 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN | BIDANG LAYANAN 
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

102 SANDIMAN TERAMPIL D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III 
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-III 
TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III REKAYASA 
PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK 
ELEKTRO/ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK 
TELEKOMUNIKASI 

2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 
DAN STATISTIK | BIDANG PERSANDIAN 

103 STATISTISI AHLI 
PERTAMA 

D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / 
S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 
SAINS DATA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

104 TEKNISI KESEHATAN 
IKAN PEMULA 

SMK AGRIBISNIS PERIKANAN / SMK BUDIDAYA 
IKAN AIR TAWAR / SMA IPA / SMK ANALIS KIMIA / 
SMK TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PERIKANAN | BIDANG 
PENGAWASAN SUMBER DAYA 
PERIKANAN 



No Jabatan Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah Alokasi 
Formasi 

Unit Penempatan 

Umum 
Khusus 

Disabilitas 

1 2 3 4 5 6 

105 TEKNISI SARANA DAN 
PRASARANA 

D-IV ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK KIMIA / D-IV 
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR 
/ S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN 
PERENCANAAN / S-1 TEKNIK SIPIL 

1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG | BIDANG BINA 
MARGA 

JUMLAH FORMASI 147 3 
  



 

E-Materai 
Rp. 10.000,- 

Lampiran II: Pengumuman Bupati Bangka 

Nomor   : 800.1.2.2/01/CPNS/BKPSDMD/2024 

Tanggal : 19 Agustus 2024 

 
SURAT LAMARAN 

       (kota), (tanggal) (bulan) 2024 
Yth. Bupati Bangka 
di_ 

SUNGAILIAT 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama : (NAMA SESUAI KTP) 

NIK : (NIK sesuai KTP) 

Tempat/Tanggal Lahir : (Kota/Kab Lahir)/ Tanggal Bulan Tahun Lahir 
Jenis Kelamin : (Pria/Wanita) 

Alamat sesuai KTP : Sesuai KTP 

Nomor HP : NO HP Aktif 

Email : email aktif 

Pendidikan : (SLTA/SMA Sederajat) /S1/DIV/DIII (jurusan) 
Perguruan Tinggi : (Nama Jelas Perguruan Tinggi) 

Jenis Kebutuhan*) : Khusus/Umum                   

Jabatan yang Dilamar : Jabatan Lengkap Yang Dilamar 

Penempatan : Nama Unit Penempatan Jabatan Yang Akan Dilamar 

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil  Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Sebagai 
bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai 

berikut: 

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah; 

2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan 
perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang masih berlaku; 

3. Scan Ijazah asli; 

4. Scan Transkrip Nilai asli; 

5. Scan Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai; 

6. Scan Surat Pernyataan bersedia bekerja dan Tidak Mengundurkan diri selama minimal 

10 (sepuluh) Tahun yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai; 

7. Scan Surat Keterangan berbadan sehat, memiliki Tinggi sesuai yang dipersyaratkan 

dan tidak Buta Warna yang dikeluarkan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah** )  : 

8. Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku bagi pelamar tenaga kesehatan 

Dokter Spesialis dan Sub spesialis yang diwajibkan memiliki STR; 

9. Scan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang 

menerangkan jenis dan  derajat kedisabilitasannya. ***) 

10. Scan Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi 

pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga 

Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat berupa 

Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi 

perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang 

dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. 
Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari 

ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi 

membatalkan keikutsertaan/kelulusan    saya pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024. 

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

Hormat Saya, 
Ttd 

(Nama jelas) 
 

 
*) Pilih salah satu 
**)  Untuk Formasi Jabatan Satpol PP 
* * * )  Berkas nomor 9 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas 

 
 
 

FORMAT 



 

E-Materai 
Rp. 10.000,- 

 
Lampiran III: Pengumuman Bupati Bangka 

Nomor   : 800.1.2.2/01/CPNS/BKPSDMD/2024 

Tanggal : 19 Agustus 2024 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
BERSEDIA BEKERJA DAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI 

 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama     : 
Tempat, tanggal lahir  : 
Jenis Kelamin   : 
Agama     : 
Pendidikan/Program Studi : 

Tahun Lulus   : 
Formasi Jabatan yang dilamar: 
Alamat lengkap   : 
adalah Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka 
Formasi Tahun 2024, menyatakan dengan sungguh-sungguh, kejujuran, 
tanggung jawab serta tanpa paksaan menyatakan: 

1. Apabila saya dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, saya bersedia dan sanggup 
bekerja sesuai dengan jabatan dan lokasi penempatan yang telah ditentukan 
serta tidak akan mengundurkan diri. 

2. Saya tidak akan mengajukan pindah ke instansi lain (Pemerintah Daerah 
lainnya) selama minimal 10  (sepuluh) tahun masa kerja serta tidak 
mengajukan pindah antar unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka minimal 3 (tiga) tahun. 

3. Apabila saya mengajukan pindah ke instansi lain (Pemerintah Daerah 
lainnya) sebagaimana poin nomor 2 maka saya dianggap mengundurkan diri. 

4. Apabila saya mengajukan pindah antar unit kerja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka sebagaimana poin nomor 2 maka saya bersedia dikenakan 
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; 

5. Apabila saya mengundurkan diri, saya bersedia diberikan sanksi tidak boleh 
mendaftar pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya 
dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya.  

................, ...................  2024 
Mengetahui Orang Tua/Wali /                                    Yang Membuat Pernyataan, 
Suami/Istri                                                          

                                                                            
Ttd  Ttd 

     
NAMA JELAS  NAMA JELAS 
                                                
 
 

Catatan: 
* Orang tua/wali bagi yang belum berkeluarga, dan suami atau istri bagi yang 
berstatus menikah.
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E-Materai 
Rp. 10.000,- 

 
SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
NIK    : 
Tempat/Tanggal Lahir  : 
Agama   : 
Alamat KTP   : 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana  penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 
(dua) tahun atau lebih; 

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai swasta; 

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat 
politik praktis; 

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan 
jabatan; 

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan 
yang dilamar; 

8. Bersedia ditempatkan sesuai dengan Tempat/Lokasi Formasi yang 
dilamar; 

9. Bersedia mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 
dengan penetapan formasi CPNS dan tidak mengajukan 
pindah/mutase keluar Daerah dengan alasan pribadi paling 
singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, 
apabila tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun 
sejak diangkat sebagai PNS maka saya bersedia dianggap 
mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS dan menandatangani 
Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS; 

10. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi          
kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;  

11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang 
sedang dalam proses pengusulan Penetapan NIP/NI PPPK; 

12. Bersedia menerima sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan 

ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya apabila telah dinyatakan 
lulus tahap akhir seleksi, kemudian karena sesuatu serta lain hal 
mengajukan pengunduran diri setelah mendapat persetujuan 
Nomor Induk Pegawai dan/atau telah diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil; dan 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya 
bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala 
tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari 
terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

 
Hormat Saya, 

 
Ttd 

 
(Nama jelas) 

FORMAT 


